
BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SIDLATANT

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 14 TAHUN 2O2O

TtrNTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR-T]NSUR

ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN I}IFORMAS]I
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHIA ES/\

Menimbang a

BIJPAI],3ARiTO KUALA,

trahwa su$Llnarn orgnnisasi, tugasi darl lluigsi Lrebeniepri
dinas tidak sesuai lagr dengan perken"lba-n,{i1il, sehinggla
perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagahnana dirnaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupagi.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PenetapaLn
Undang-Undang Darurat IYomor 3 Tahun 1953 tentarrg
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republil< Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undan$-Undang (Lernbafan Negara Republik Indonesia
Tahun i959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 182O);

2. Undang-Undang l*lomor 8 Tahun 1974 te:ntang Pokol<-
pokok Kepegaw,aian (Lembaran Neg,ara Rep"ui:lik Inrionesia
Tahun 1974 llomor 55, Tambatian Leneba.ian Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana teiah diubah
dengan Undan5l-unclang Nomor 4il, Tahun i99-c rei^Ltarrg
Perubahan Atas Urrdang-Undang Nomor I Tahurr 1g:+
tentang Pokok-pokok Kepegawaizrn (Lembaran l.Iegar-a
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan
Lembaran Negar-a Repr--lblik Indonesja Nornor I;S9O);

3. Undang-Undang l\omor 12 Tahun 2011 tentang
Fembentukan Perafuran Perundang-undangan (Lernbara.n
Negara Republik Indonesia Tahrun 2011 Nonaor BiZ,
Tambahan Lembara.n Negara Republik indonesia Nornor
s2s4)



seba.gairnana tela"fr dilrbah denga:n Undang Lxrrdang No:rnor
15 Tahun 2OL9 tentang tentang Perubahan atas Undang..
undang Nomor 12 Tahun 2oll tentar:gg pernbentukarr
Peraturan l?erundang-undangan (Lernbararr NeglaraL
Republik Indonesia Tahun 2org Nomor "Lgg, TambaharL
l,embaran Ne5gara Republik indonesia Nornor r,o398];

4. Undang-Undang Nomor 2s rahun zol"4 tentangr
Pemerintahan Daergh (Lembaran Negara Repubtili:
indonesia Tahun 2ol4 Nomor 2,*4, Tarnbalhan Lernbarar.
Negara Republik Indonesia Nomor 5537)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undaLng-
updang Nomor 9 Tahun 201s tentang per-ubahan KeduaL
atas undang-undang Nomor 28 Tahun zot4 tentang;
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik:
Indonesia Tahrin 201s N6m6r sg, Tambahan Lembdrran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun rgg4 tentang;
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri sipil (I-embaran ltegari.
Republik Indonesia Tahun tgg+ Nomor zz, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Nornor JSaT);

6. Peraturan Pernerintah Nomor 100 Tahr.rin 2o0o tentang;
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
struktural (Lembaran Negara Repubiik ltndarnesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Repulcxik
Indonesia Norxlor 4018) sebagaimaha tCIlah diubah abngan
Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun zo02 te,rrtrang
Perubahan Atas Peraturan pemer"intah Norncrn l"0o .iahui
2000 tentang Pengangkatan pegawai Negeri, sipil dallanr
Jabatan struktural (Lembaran Negara Repr-rblik nndonesia
Tahun 2oo2 Nomor 33, Tambahan Lennbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4'.19\;

'/. Peraturan Pemerintah Nomor E Tahun 20og tentiang
wewenang Pengangkatan, pemindahan dan Fennberhentiarl
Fegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Repulblik trndorresia
Tahun 2003 Nomor ls, Tambahan lxrmbaran Negara
Republik Indon€Sia N0mor a26a\

8. Peraturan Pernerintah Nomor zg rahun a0o5 tenta,ng
Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelengg***i
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2oo5 Nomor 16s, Tambahan Gmbaran Negara
Republik IhdoneSia Nomor 4S9S);

9. Peraturan Pemerintah Nomor Ig rahui-l 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repr.rblik Indonersii
Tahun 2oL6 Nornor rl4, Tambahan Lennbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5gg7);



PASAL I

Beberapia ketentuan dalam Peraturan Bupati, Balito Kuala Nonlor "tr.7 '['a]iruru
2017 tentang Uraian Tugas Unsur-urisur Organisasii Dinas l{-ornunikasj. darL
Informasii Kabupaten Barito Kuara diubahr sebagai berikut :

1o. Peraturan Daerah Nornor 1s rahurl zot6 ten[an;g
Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lemharzur
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2OL6 Nomor nr5);

11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2o1t)
tentang perubahan ata.s Perattrran Bupati Barito Kruakl
Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susu.nan
Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas-
dinas(Lembaran Daerah Kabupa,ten Barito Kuala Tahun
2Ol9 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERLIBAHAN ATA$
PERATURAN BUPATI BARITO KTIALA I{OMOR 17 TAHUI.I
2OI7 URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAI}
KOMUNIKASI DAN INFORMAS]I KABUPATEN BAR.ITC}
KUALA.

1". Keterrtuan pada Fasal 2 ayathuruf c, d, e diubah, sehingga berb6nyi
sebagai berikut :

Unsur-unsur Dinas Komunikasi dan trnformasi diubah, rrenjadi :a" Dinas.
b. Sekretariat.
c. Bidang Informasi dan Komunikasi publik.
d. Bidang Layanan E-Gouernm.ent.
e. Bidang Statistik dan persandian.
f. Kelompok Jabatan Fungsional,

Ketentuan pada Pasal r ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagaii
berikut :

1. Seksi pada Bidang Informasi dan Kornunikasi Fublik diuLbah menjadi :
a,, Seksi Pengeloiaan Informasi dan Opini pubnik.
b. Seksi Komunikasi publik dan Layanah penga.dUan.

3' Ketentuan pada Pasai 10 ayat (3) diubah, selhingga i:e,r'bun3ri selb4gaj
berikurt :

1. Seksi pada Bidang Layanan E-Gouernmer* diul:ah rnenjacii :

a, seksi Infrastruktur Teknoiogi Informasi Kornunikasi.
b. Seksi Tata Kelola E-Gouernment.

Ketentuan pada Pasal i.3 ayat (3) diubah, sei:ringga berbrr-lnyi *tebagai
berikilt :

1. seksi pada Bidang statistik dar: persandian diubah rireniadi :a. Seksi Statistik Sei<toral.
ir. Seksi Persandian dan Keamanan Siber"
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5. Kete:ntua-n Pasa-I 7 ayat (1) dan aya-t (2) diubatr, sehingga berbr.lnyi :

(1) {Jntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasa-l thuruf
o, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik rnempunyai tr.rgas
membantu dinas menyiapkan pelaksanLaan ketrijakan tek;nis,
pernbinaan dan koordinasi di bidang informasi dan komLunikasi purblik.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuc[ pada Pastrl ][

huruf c, tsidang Informasi dan Komunikasri Publik rnerniliki u.raian
tugas sebagai berikut : ''

a. Men)rusun dan menetapkan rencanaL koordnasi" operetsionatr
pelaksanaan pengelerlaan informasi yarrg meliputi prograifi datr
kegiatan pengeiolaan inforrrrasi komunikasi pub.tik, pedrornan Can
petunjul< operasonal dalam rangka pelaksanaan Ltrrusarl
pemerintah daerah dji bidang informasi dan kornuntkasi prublik.

b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar
operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaarr
penyelenggaraan pengeloiaan informasi dan komunikasi publik.

c. Menyelia (melakuka:n supervisi) dan rnembina operasionalisasi
pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

d" Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan pengeloiaan
informasi dan komunikasi publik.

e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kq.:" sarna dengan satuan
organisasi perangkat daerah, instansi, rnasyarakat dan pemangkr.,l
kepentingan lainnya da-lam peiaksanaarl pengelolaan informasi dar,r
komunikasi publik.

f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasitr operasi<lnafl.
pengelolaan informasi dan informasi publik.

g. Menyelia (melakukan supervisi) perencatrraan, pernanfaatan siert6r
pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Hidang inftirr:oasl
dan komunikasi publik.

h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan d.lsiplin pegawai,
peningkatan kornpetensi dan penilaian kinerja setiap pega.ivai,
selakU individu dan dalam organisasi parda Bidang trnforrndsi dari
Komunikasi Publik.

t. Menyusun laporan alruntabilitas yang mencakup hasil kiner"ja d"arr" hasii penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawabari. dalarrL
pelaksanaan pengelolaan tnformasi dan komunikasi publik.

:1. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukr.lng tugas pokotri;
dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informratika.

,k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oieh Kepala Dinasr
Komunikasi dan Inforrnatika.

Ketentuan Pasal 8 ayat {1) dan ayat (2) diubah, sehingga ber-bunyi se'baga:i
berikut i

(1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini trubiitrr sebaga.imana d.inrak,sud.
pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mernbantu bidangl
rienyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan tekRis, pembinaan ufirurrr
dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supenrisi.,
serta melaksanakan pengawasan, pengendal.ian, evaluasi, pelaporan,
dan fasilitasi di bidang pengelolaan informasi dan opini.
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(2) Untuk rnelaksanakan tr-rgas sebagairnana dirnaksrrd padia Pasal ,6' iaya.t
(1),Pengelolaan Informasi dan Opini Publik memiliki uraian ttrga.$
sebagai berikut :

a. Men5rusun dan menetapkan rencana ,rrperasionaX pelaksa.naarr
peimbinaan Seksi Pegelolaan Informasi l-lornunikasi Publik, y'an{I
meliputi prograrn dan kegiatan pengelolaan inforlnasi dan opini
publik , sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petrrrrjuli
operasional pelaksanaan di bidang pengelolaan Inform.asi dan Opini
Pubiik;

b, Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai steinda::
operasional, rencana tata waktu dan mekanisrne pelaksanaaan
penyelenggaraan (fasilitasi) pengelolaan informasi dan Opini Pubiik;

c. Melaksanakan secara operasionalisasi pengelotraan opini dan aspiras,i
pubiik termasuk layanan monitoring isu publik dji mredia rna:ssa,
pengumpulan pendapat umum dan pengelolaan informasi untull
mendukung kebuel<an nasional dan pemerintahan daerah, p€layahari
informasi dan Opini Publik iingkup kabupaten;

d" Mengendalikan tata operasional dan mekantsme kegiatal
pengelolaan opini dan aspirasi publik termasuk layanan monitorin5;
isu pubiik di media massa, pengumpularn pendapat umum dari
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakar: nasional darr
pemerintahan daerah, pelayanan infcrfmasi publik ning.kup

e. ffitHlff'o"n"r, dan membantu melaksan**", kerja sanra denga*
satuan kerja perangkat daerah, instansi, m.asyarakat dan pern,angkur
kepentingan lainnya dalam kegiatan penge:lolaan opini dan aspiias.l
publik termasuk layanan monitorihg isu publik di. rnedia rnarbsa,
pengumpulan pendapat umum, pengelolaan informasi un,tull
mendukung kebijakan nasional dan pemerintahan daenah, pelay'anarr
informasi lingkup kabupaten;

f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasii operasionatr kegieLtan
pengelolaan opini dan ilspirasi publik terrnLasuk layanarx moni.to:rin.g1
isu publik di media ma.ssa, pengumpulan pendapat urmurrL
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional darL
pemerintahan daerah, pelayanan infcrrmasi publik lingl<upr. kabupaten;

g. Menyusun perencanaarr, melakukan penca.tatan atas anggaran dan:L
kekayaan daerah yang dirnantaatkan sesuai program aan tegiaLtan:L
pada Seksi Pengeiolaan Informasi dan Opini publik;

h. Melaksanakan pembinaan sikap perilallt dan disipin pegarivai,
peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selakuL
individu dan dalam organisasi pada Seksi Pengelolaan lnformasi danL
Opini Publik;

i. Menyusun laporan al<untabilitas atas hasil kinerja dan hasi,l
peniiaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalan:L
peiaksanaan seksi Pengelolaan Informasi dan opini purblik;

j. Melaksanakan tugas tain dalam rangka rnendukung tugas pokok danL
fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;



7- I(etentr.ra,n Pa.sa.l 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga herbunyi sebagai
berikut :

(1) Seksi Komunikasi Publik dan Layanan Pengaduan sebagairn.anaa.
d.imaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b, mernpunyai trugas menrnbantr'r
bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaarr
LtrnLr.rrr dan teknis, koordinasi, pernberian bimbingan teknis, dat,l
supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendlalian, evaluasi,
pelaporan dan fasilitasi di bidang Komunili:asi Fublik dan Lay'anar'l
t'engaduan.

(2) lJntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasa] 7 ayal|"
(l),Seksi Komunikasi Puhlik clara Layanan Pengaduan rnerniliki ruraian
tugas sebagai berikut :

iL. Menyusun dan menetapkan rencana operasionial. peLatr<sanaarr
pembinaan Seksi Persiendian, yang melip'uti prograrn darr kegiatarr
bidang Komrinikasi Publk dan Layanan Peiigaduan, sesuai
kebijakan operasional, pedoman da-n, petunjuk operasional
pelaksanaan di bidang Komunikasi Publik dan Layanan Fengaduan;

b. Menlrusun rencana program dan rencana. kegiatan sesuai stanCar:
operasional, rencana tata waktu dan rnekanisme pelkasanaarr
penyelenggaraan (fasilitasi) pembinaan komuni.kasi PLlblik darr
Layanan Pengaduan;

rl. Melaksanakan secara operasionalisasi pengeloiaan Komunilkasi
Publik dan Layanan Pengaduan lingkup kabupaten;

d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegieitarr
pengelolaan Komunikasi Pubiik dan Layanan Pengaduan urnLtu!:
mendukung kebijakan nasional dan pemefintahan daerah tring.[rup
kabupaten; ',

e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sanla dengan
satuan kerja perangkat daerah, instansi, mrasyarakat dar:r
pemangku kepentingan iainnya dalanr kegiatan pengetrolaarL
Komunikasi Publik dan Layanan Pengarluan urrtuk menduk'ung;
kebijakan nasional dan pemerintahan daenah, linglkup kabupaten;

f. Mengevaluasi dan menitrai secara periodik hrasii operasional
kegiatan pengelolaan Komunikasi Publik dan Layanan Fengieduan
untuk mendukung kebijakan nasional dan pernerintahan daerakr
publik lingkup kabupaten;

8. Menyusun pererlcanaan, rirelakukan peficatatan atas anggal'a.rr dar:L
kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai prograrn dan kegiertarr
pada Seksi Komunikasi Publik dan Layaneur pengaduan;

h" Me laksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiptrin pegawai,
peningkatan kompeternsi dan peniiaian kinerja setiap pegawai,
selaku individu dan dalam organisasi pada Sekst Komunikas:i
Publik dan Layanan Pengaduan;

i. Men)rusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasi,l
penilaian kinerja sebagai suatu pertb.nggungjawaban d.aXarrL
pelaksanaan Seksi Komunikasi Pubiik dan: Layanan Pengaduarr;j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok;
dan fungsi Dinas Koni'unikaSi dan Infofmatika;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberika oletr Kepala Dinasr
Komunikasi dan Informatika.



a Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, siehingga berburnyi :
(1) Llntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Fasal I hur--Lfd, Bidang Layanan E'Gouerutrnent rnernpr-rnyai tugas ntembaLntr-l dinas

rnenyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pernbinaan dan koonrlinasii
di bidang L,ayanan E-Gouernment.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacla Fasa-l x. huru,f'
d,tsidang Layanan E-Gouirnmevttmemiliki uraian tugas ur*U"g*i berikut :
a, lVlenyusun dan menetapkan rencana kooidinasi. operasionaLl

pelaksanaan fasilitasi Layanan E-Gouemmentyang nretipuii progirasldan kegiatan fasilitasi Layanan E-Gouemmertt, pengernb*irgu,r,
infrastuktur teknologi inforrnasi dan komunikasi dan 

- 
tata kelola E-

Gouernmentsesuai kebijakan teknis, pedoman clan petur:juk
operasional pelaksanaan urusan perr"iintah daerah di bidangLayanan E-Gouernment.

b' Menyajikan rencana program,-rencana kegia,tan, starndar operasional,
reReana tata wektu dan mehanisnie pelelisanaan penyeienggara,r,ri
fasilitasi Layanan E-Gouentmertt, pengembangan infrastrun<try
teknoiogi infomasi dan komunikasi daniata kelola E-Grr"rnment.

c' Menyelia (melakukan supervisi) dan rnembina operasionalisasifasilitasi Layanan E-Gouernment, pengepnbangan infrastnurktu:r
teknologi informasi dan komunikasi dan ta6 kelol{ n-GouerrLment.

d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan fasilitasi Layaner.ni E-
Gouernm.n!, .pengembangan infristruktur teknologi informasi dapkomunikasi dan tata kelola E-Gouerrtmemt.

e' Menyqjikan bahan dan melaksanakan kerja sa$]a. dengan satuaporganisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan perna.ngkr.tkepentingan lainnya dalam pelaksanaan rasilitasi 
- 

LayailarrInfrastmktur Teknologill informasi Ko*rrrrikasi da.n tata kehla, E-
Gouernment.

f' fuIengevaiuasi dan menilai secara periodik irasil openilsional fasitritaslLayanan E-Gouernment, pengembangan infrastruktr-lr teknglogl
irrformasi komunikasi dan tata kelola E-Gouerrtment.

g' Menyelia (melakukan supervisi) perencanaarr, pernanfaatan serterpencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada .Bidang Tekno,log;i" Komunikasi dan Informatika.
h' Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disipilin pegawai,

peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap plg"*ri, Jel,akuL
individu dan dalam organisasi pada Bideng Layanaii- n--cduernmertt.i' Menyusun laporkan akuntabilitas yang riencakup hasil kineda dar:rhasil penilaan kinerja, sebagai suatrl pertanggungjawaban dalarrL
pelaksanaan tugas pada Bidang Layanan E-Gouern*ent,j. Melaksanakan tugas lair:. dalam rangka mendukung trLrgas pokok danrfungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

k. Melaksanakan tugas rain yang diberikan oreh. Kepala Dinasr
Komunikasi dan Informatika.

I Ketentuan Fasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, srehingga berbunyi sebagai.berikut :

(1)Seksi Infrastruktur Teknologi informasi Kornunikeisi sebagairnrana.
di.maksud pada pasal 3 ayat [; fruruf a, meiltpunyai trrgas Mernbantu
bi'di151* menyiapkan bahan pelaksanaan kebij;ka; tekr#s, pernbinaanurnLlm dan teknis, koordinasr, pemberian bimbingan teknis, dansupervisi, serta melaksan.akari pengawasan, pengendalian, evariuasi,pe'laporan dan fasilitasi di bideLng faJilitasi inil'rastrLktu:r d; ;"kr;d;in.[ormasi.



(2) Untlrk rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada Pasal gay4t
(1.), Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi memiliki ur,aiam
tugas sebagai berikut :

a. Menyusun dan menetapkan rencana operasionai pelaksar:raall
fasilitasi infrastruktur teknoiogi komunikasi infornnatika, yaniS
rneiiputi Program dan kegiatan fasilitasii Infrastrukfi.rr Teliraolog!
informasi Komunikasi, sesuai Kebijakan operasional, ped,oman dair
petunjuk operasional pelilksanaan fasilitasi pembinaan bictang
Infrastruktur Te knolo gi informasi Komunikasi.

b. Menyusun rencana prograrn dan rencana kegiatan sesuai standart
operasionai, rencana tata waktu dan mekanisrrre pelaXrsanLaall
penyelenggaraan (fasilitasi) Infrastruktur Teknologi Innforrnasj.
Komunikasi.

c' Melaksanakan seca-ra operasionalisasi kegiatan pembinaan dzur
pengelolaan layanan infrastruktur dasar Aplikasi, Data Centre,
Disaster Recouery Center dan Teknologi trnfoirnasi ctan Komr..l.ni.kasi
pemerintah kabupaterL, layanan domain dan sulb dorrrain bagi
lembaga pelayanan pubiik kabupaten serta fasilitasi penyelenggu.r"ul
telekomunikasi oleh pihak ketiga.

d. Mengendalikan tata operasional dan mekan,isme kegiriltan pembinaarr
dan pengelolaan iayanan infrastruktur dastr"r Aplife. si, Data Centre,
Disaster Recouery Centre dan Teknologi Informasi iLar"i Komugikasi
pemerintah kabupaten, iayanan pengembangan di:_n. penggurnaarr
intranet serta akses internet, layanan nama domain rtan sub do,mairrbagi lembaga pelayanan publik kabupaten serta fasilitasi
penyelenggaraan telekomunikasi oleh pihak ketiga.

e. Menyusun bahan dan membAntU melaksanAkan kerja salrxa dengarL
satuan kerja perangkat daerah, instansi, m.asyarak*i d*n pemlhnikur
kepentingan lainnya dalam kegiatan pernbinaan dan pengetrollarr
iayanan infrastruktur dasar Aplikasi, Data Centre, Drsasier Eecoueryt
Centre dan Teknologi Informasi d.an Komunikasi pemerir:LtahL
kabupaten, layanan pengembangan dan penggunaan intranet serteL
akses internet, layanan naffra domain dan sub dom.ain bagi ]embagaL

. pelayanan publik ka.bupaten serta fasilitasi p".ryel"rrgg*o*ir,
telekomunikasi oleh pihak ketiga,

f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil opereisionall kegiaLtanL
pembinaan dan pengelolaan infrastrukturr daJar Aplikasi, Ltatat
centre, Disasrer Recauery centre dafl 'Ieknologi tiiformasi dan
Komunikasi pemerintah kabupaten, layanan petgernbangag rjan.
penggunaan intranet serta akses internet, lelyanan na"rna d.onnain njan
rsub domain bagi iembaga pelayanan puUiik kabupaten serta faslfitasi
penyelenggaraan telekomunikasi oleh pihak ketiga.

g. MenSrusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggara:n 6an
l<ekayaan .d1e1ah yang dimanlaatkan sesuai prograrn aari tregia.tan
pada Seksi Seksi Infrastrulktr.rr Teknologi Infbrmasi Ko*unikasi.h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku.' dan d.isipitrin peganvai,
peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiatrr .pbga*^i, Jelgku
individu dan dalam organisasi pada Seks:i Infrastruktur Teknotrogi
Infofmasi KomUhikasi.

i. Menlrusun laporkan akuntabilitas atas hasil kirrerja dan hasilpenilaan kinerja sebagai suatu pertanggungja.waban daIam
pelaksanaan Seksi Infrastruktur Teknologi Info-rma*i Komurikasi.j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok <ian
fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

k. Melaksanakal tugas lain yang diberikan oleh Kepalla Di:nas
Komunikasi dan Informatika.



10- I(etentuan Pa"sal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga her.bunyi sebraga[
berikut :

(1) Seksi Tata Kelola E-Gouernmertt sebagaimana dimaksud pada Fasa1 i$
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu bidang menyia.pkarr
bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pernbinaan uin1r* dan tei<rris,
koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,, s,ertpr
mel.aksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelapr:rarr danr
fasilitasi di bidang Tata Kelola E-Gouernment.

(2) Umtuk melaksanakan tugas sebagaimana d.imaksud pada Fasal IrC ayar:(1), Seksi Tata Kelola E-Gouernment memiliki uru"ia, tugas sebragal
berikut :

a. Menyusun 'dan menetapkan rencana operasionerl pelaksanaarr
pembinaan Tata Kelola E-Gouernment, yang meliputi prograrn. dalkegiatan pelaksanaan pembinaan sumbei day; p..utif,, sesua,i.kebijakan operasionan, pedoman dan petunjuk operasiona_l
pelErl<sanaan resilitasi pembind.hn bidang Tata Kelola E-Gouerh1t|ent.b' Menyusun rencana prografil dan rencana kegiatan sesgai stan6,arr;
operasional, rencana tata waktu dan metanisrne pelaksanaar:r
penyelenggaraan (fasilitasi) pelaksanaan pembinaan Tata Kelola E-
Gouemment.

c. Melaksan?k"l s_ecara operasionalisasi kegiatFn penguatan kapasitasr
Tata Kelola E-Gouernment;_ pgngemb"ngin sumbei daya TeLnologl
Informasi dan Komunikasi ltIfl pernerintah kaburpater:L darL
masyarakat, fasilitasi penyelenggaraa n Gouerrrment Chief 

- 

InforrnLattorr
Officer (GCIO) pemerintah kabupaten serta fasilitasi peniel"rrgg***,
Ekosistem TIK Smart Citg di kabupaten.

d. Mengendalikan tata operasional dan mekaRisrne kegiatan pengl-rartarr
kapasitas Tata Kelola E-Gauewtmenq pengemb*ttglo surnb,eild.ayeL'Ieknologi Informasi dan Komunikasi 

-(TIIi.) p"**iirrt*h kabupettlridan masyarakat, fasilifasi penyelenggarraan Gouerrrment C,hierFInformation Officer (GCIO) pemerintah ka.bupaten serta fasilitas:i
penyelenggaraan Ekosistem TIK smart city <ti kabupaten"e' Menlrusun bahan dan membantu melakslrrakan kerla saffia dengan,
rsatuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarak*i dr.r, pernan,Ekur" kepentingan lainnya dalam l<egiatan pembirra*n p"rrg*atan k"p""fil;
sumber Teknologi Infi:rmasi dan Komunikasi ttlrcl pernininLtahL
kabupaten dan masyarakat, fasilitasi penyelenggaraan Gouem.menil,
chief Information officer (GCI)) pemerintah kabup1ren serffi fasilirasji

- penyeienggaraan Ekosistem Tff( smart citu cti kabupat"e*.f' Mengevaluasi dan menilai_secara periodii hasil operasional kelgiaLtanL
penguatan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunik"uil gm6l,
pemerintah kabupaten dan masyarakat, fasilitasi penyelengg€1r;0.a"r!:
Gouernment Chief Information officer (GCIO) pemer,int*l, f.*trparten.serta fasilitasi penyelenggaraan Ekosistem TIK smart ctiy di.kabupaten yang meliputi seluruh faktor dara unsur rnanajemen.g' MenSrusun perencanaan, melakukan penca.tatan atas anggarqfi rdaflL
kekayaan .de'erah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiaitan.
pada Seksi Tata Kelola E-Gouerutment.

h' Melaksanakan pembinaan sikap petilakur dan dlisipilin pegaqrai,
peningkatan kompetensi dan penllaian kinerja setiap plg"*"1, selaku,individu dan dalam organisasi pada Seksi Tata Kelola E-Gouernmeirrt.i' Menyusun laporkan akuntabilitas atas hasii kinerja dan hasillpenilaan kile-ta seLragai suatu pertanggungawlban ,catam"
p e laksanaan S e ksi Tata Ke lo1a E - Go u err timent.



j" Melaksana.kan tugas laln <Ialarn rangka rrrendukung [Ltgas pokok darft
fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

k, Melaksanakan tugas lain yang diberiican oleh .Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika.

11. Ketentuan Pa-s{ 13 ayat (l) dan ayat (2i diubah, srehingga berbunyi:
(1) LTntuk melaksanakan tugas sebagai.rnana dimaksud*pacla pasal t hurut

e, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas hdembantu di.nas
menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasri
di bidang Statistik dan persandian

(2) Untuk melaksanakan tugeis sebagaimana dimiaksud pacLa Fasal L hurufe, Bidang Statistik dan Persandian memiliki ,r"i.,"r tugas sebaga-i
berikut :

a. MenSrusun dan menetapkan rencana. koordinasi operasional
pelaksanaan fasilitasi Statistik dan PersandianL, pedoman da11petunjuk operasional pelaksanaan urusan per-neri:n[ah daera]r di
bidang Statistik dan pensantlian.

b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasio,naX,
rencana tata waktu dan mekanisme pelalksanaan p"*y.iengg*ru.*r,
fasilitasi Statistik dan Fersand.ian. i

c' Menyelia (melakukan supervisi) dan rnLmbina operasionalisasi
lasilitasi Statistik dan persandian.

d' Mengendalikan operasionalisasi pelaksa:naan fasilitasi Layanar.r
Statistik dan persandiain.

e' Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sarna denga-n satgax1
organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan .p**r.*gk.i
kepentingan lainnya dalam pelaksanaan fasilitasi n ayanan Sqatiitil;
dan Persandian. - i

f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasionatr Statistih
dan Persandian.

g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pernanfaatal s,ert€r
pencatatan anggaran clan kekayaan daerarh pada [Sidang Statistig:
dan Persandian.

h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan nCisiplin pega'wai,
peningkatan kompetensi dan p.nit*i*r, kinerja setiap pegawai, selakur
individu dan dalam organisasi pada Bidang St"ti*tit ctln persandian.

i' Menyr-rsun laporan akuntabiiitas yang mirrcakup hasil t i.e4i J*1hasil penilaian kineda, sebagai suatu pertahggungjawaban datrarripelaksanaan tugas pada Bidang statistik dan pers.rrd"i*rr.
j. Melaksanakan tugas iain dalam rangka mendukung tugas po1<6k dar:L

fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
k' Melaksanakan tugas lain yang diberikan oletr Kepatra Dinasr

Komunikasi dan Informatika

12' Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbr-lnyi sebagaiberikut :

(1") Seksi Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud paCa pasai 4 ayat (iJrhuruf a) rnernpunyai ti.rgas membantu bidanj menyiapkan Lalhanpelaksahaan kebijakan teknis, pembinaa:r ,mr-lot" dan teknis,koordinasi, pemberian rbimbingan teknis, dan supervisi, 
";;;;;,melaksanS\T pengawasan, pengend.alian, r:vah.lasi, pelapora.r:r ,Can.

fa,silitasi di bidang Statistik Sektorai.



(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pacla Pasal LZetyat.
(11t, Seksi Statistik Sektoral memiliki uraian tugas sebagat berikut :

a. Men;rusun dan menetapkan rencana operasiona.l pelaksanaan
fasilitasi Statistik Sektoral sesuai kebijakan operas:[ona1, pedonnan
<lan petunjuk operasional pelaksanaan tasiilitiasi pemL'inaan kridrhng,
Statistik Sektoral;

b. iMenyusun rencana prograrrr dan rencana kegiatanL sesuai stanclart.
operasional, rencana tata *iktu dan rmekanisme petraksanaan
pe nye len ggaraan (fasilitasi) S tati stik Se ktora.i ;

c. l\4elaksanakan secara operasionalisasi kegiatan pernbinaan rlan
pengelolaan layanan Statistik Sektoral bagi TSKPD Kabupaten;

d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegia"tzln pem.L,in,aan
rlan pengelolaan layanan Sta,tistik Sektoral bagi SKPD Kabupaten;

e" )Menyusr.ln bahan dan membantu melaksanakan kerla sarrna dengar,:
stauan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakzrt dan pernangku
l<epentihgan lainnya dalam kegiatan pem.bii:aan dan perg*tot,u*n
Statistik Sektoral;

f. IMengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasionaX kegiatan.
pembinaan dan pengeiolaan Statistik Sektoral Kabupaten;

g. lVlenyusun perencanaan, melakukan pencatp-tan atas anggaran dan.
kekayaan daerah yang dimanfaatkan 

".",-rJi 
program dan kegiatan.

pada Seksi Statistik Sektoral;
h. Melaksanakan pembin,aan sikap perilaku dan disiplin pegawai,

peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaleuL
individu dan dalam organisasi pada Seksi Statistik Sektoral;

i. IMenyusun laporan akutabilitas atas hasil kinerja dan hasil penia,tian.
kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalarn rnpelaksariiaar:.
Seksi Statistik Sektoral; \,

j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka merrdukung tugas pokok dan,
fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

k. Meliksanakan tugas lain yang dibeJitan oleh. Kepala Dinasr
Komunikasi dan Informiatika.

13. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga be r.L:un.1ri sr:baga.r
berikut
(1) Seksi trersandian dan Keamanan Siber seba,gaimana rlir:raksu.d pada,

Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tr-rgas h,{ernbantr-l hidanp;
menyiapkan bahan pelaksianaan kebijakan teknis, pernk)i.na&.rl ^r-r,rfliLtrni

dem teknis, koordinasi, pemberian himbingan teknis, d,an supervisi,,
serta rneiaksanakan pengawasa"n, pengendalian, evaluasi, pelaporan darL
fasilitiasi di bidang Persandian dan Keamanan Siber..

(2) Unt.uk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. pada Pasal L3etyai:
(1),Persandian dan Keamanan Siber memilil<i uraian tugas seba-ga:i
berikut :

a. Men5rusun dan menetapkan rencana operasionatr pelaksanaar:L
fasilitasi Persandian dan Keamanan ljiber *"*lr*i ke'bija,ka::L
operasional, pedoman dan petunjuk operasiona.l pelaksanaarL
:lasilitasi pembinaan bidang Persandian dan Keamana,n siber;

b. Men5rusun rencana program dan reniti.ria kegiatan sesuai stanilafj.
operasional, rencarla tata waktu dan :mekanisrne pelaksanaanr
penyelenggaraan (fasilitasi) Persandian dan Keamana.n siber;

c' Meiaksanakana secara operasonal kegiatan pernbinaan dar:L
pengelolaan'layanan Persandian dan Keamanan Siber bagi SI(pDr
Kabupaten;



d. Mengendalikan ta.ta. opera.siona,l dan rnekanisrne keg:iatan perrrkrina.ar:t
dan pengelolaan layanan Persandian dan Kemanan Siiber bagi SI(Ptr
Kabupaten;

e. Menyl-rsun bahan dan membantu meiaksarrakan kerja sama derrgar,l
satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pernangku
kepentingan lainnya dalam kegiatan perrrbinaan darr pengek>Iaar,u
Persandian dan Keamanan Sibql;

f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasii operasional kegiertart
pembinaan dan pengelolaan Persandian dan Kr:amanan siber
Kabupaten;

g. Menlrusun,perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaranL dar:L
kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai prograffI dan kegiettan-,r
pada Seksi Persandian dan Keamanan Siber;

h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pega,wai,,
peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selakur
individu dan dalam organisasi pad Seksi Persandian dafl Keamanar:L
Siber;

i. Menlrusun iaporan akuntabilitas atas hasil kiner.ja dan hasi1
penilaian kineda sebragai suatu perta::ggung jawaban dalarn
pelaksanaan Seksi Persandian dan Keamanran Sibenj Melaksanakan tugas lain dalam rangka menhukung tugas pokok darr
fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala llj.nar;
Komunikasi dan informatika.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangi<arr.

Agar setiap orang rnengetahuinya, ryremerintatrkan pengunilarlqan penalluirarr
tsupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah F(abr-rpater:i EleLritt:,
Kuala.

Ditetapkan dii Marabahan
pada tanggatr ?5 2O20

BARITO

RM

D di Marabahan
26 Maret 2A2O

BARITO

DUL MANAF
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